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KATA PENGANTAR 
BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

 
 
PENDAHULUAN 
 

• Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas 
pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK 
pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai 
masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, 
sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga 
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.  

• Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila 
ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, 
Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.  

• Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara-bila ada, tidak 
disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. 

 
 
FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT 
 

• Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut : 
➢ Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga 

Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan. 
➢ Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus 

Akuntansi Pemerintahan. 
➢ Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.  
➢ Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus 

kendali mutu jawaban.  
➢ Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP. 
➢ Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan. 
➢ Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP. 

 
 

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN 

 

• Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata 
bagi semua pemangku kepentingan. 

• Memberi panduan semacam yurisprudensi. 

• Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan  untuk memecahkan sendiri 
kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa 
walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi 
Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi 
pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau 
surat publik yang dilayangkan kepada KSAP. 

• Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.  
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• Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & 
LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK. 

• Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti 
kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi 
pemerintahan. 

• Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban 
masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis. 

• Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus 
muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk 
Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan 
mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru. 

• Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru 
atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan 
berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku 
kepentingan. 

• Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi 
contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP. 

• Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara- tidak disajikan dalam 
buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. 
 

 
KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP 
 

• Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian 
produk resmi KSAP. 

• Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi  atau Buletin Teknis baru 
tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan. 
 

 
PROSES BAKU (DUE PROCESS) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK 
 

• Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah 
dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut. 

• Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada 
dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi 
pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia 
akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, 
dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara 
langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan 
bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat 
dan proses tanda tangan surat oleh KSAP. 

• Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan 
perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang 
perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-
kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok 
Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban. 

• Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 
atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan 
membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber 
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mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas,  menghindari istilah kiasan, 
tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada 
kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan. 

 
 

 
PEDOMAN PENGGUNAAN 
 
Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya 
memahami bahwa : 
 

• Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, 
terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.  

• Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta 
mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban 
tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah. 
 

 
PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN 
 

• Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP. 

• Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada 
edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-
undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai 
pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan 
pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut. 

 
 
 

Jakarta,        Januari 2021 



No. Tanggal Surat Nomor Surat Tujuan Instansi Perihal

Perlakuan penyajian dana yang 

tertahan pada Bank

4 14-Apr-2021 S-37/K.1/KSAP/IV/2021 Kepala BPKAD Pemerintah Kota 

Yogyakarta

Pengakuan utang dan mekanisme 

pembayaran

5 21 Mei 2021 S-43/K.1/KSAP/V/2021 Kepala Biro 

Perencanaan dan 

Keuangan

6 25 Mei 2021 S-44/K.1/KSAP/V/2021 Auditor Utama 

Keuangan Negara II

Badan Pemeriksa 

Keuangan

Pendapatan dari Transaksi 

Nonpertukaran 

7 28 Mei 2021 S-45/K.1/KSAP/V/2021 Bupati Pemerintah Kabupaten 

Konawe Selatan

Penyajian informasi keuangan

8 28 Mei 2021 S-46/K.1/KSAP/V/2021 Bupati Pemerintah Kabupaten 

Jeneponto

Penghapusan utang

9 10 Juni 2021 S-51/K.1/KSAP/VI/2021 Sekretariat Utama BPOM Kebijakan khusus penatausahaan alat 

gelat

10 25 Juni2021 S-52/K.1/KSAP/VI/2021 Kepala Biro 

Perencanaan dan 

Keuangan

Kementerian Pertanian Aset Tak Berwujud

11 14 Juli 2021 S-59/K.1/KSAP/VII/2021 Bupati Magelang Pemerintah Kabupaten 

Magelang

Pendapat atas Kebijakan Akuntansi 

Persediaan

12 10 Agustus 2021 S-66/K.1/KSAP/VIII/2021 Direktur Utama LPDP Konsultasi terkait Standar Akuntansi 

Pemerintahan tentang Instrumen 

Keuangan

13 24-Sep-2021 S-74/K.1/KSAP/IX/2021 Kepala BPKD Pemerintah Kabupaten 

Solok Selatan

Tanggapan permintaan pendapat

14 24-Sep-2021 S-75/K.1/KSAP/IX/2021 Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Rekomendasi hasil kajian data mikro

15 24-Sep-2021 S-76/K.1/KSAP/IX/2021 Direktur RSUD Dr. ISKAK Bantuan alat kedokteran dan alat 

kesehatan

16 24-Sep-2021 S-77/K.1/KSAP/IX/2021 Kepala BPPKAD Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo

Permohonan pendapat pengukuran 

pendapatan dan belanja yang 

bersumber dari APBN

17 24-Sep-2021 S-78/K.1/KSAP/IX/2021 Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Pendapat terkait pengukuan dan 

penyajian hak pemerintah yang sudah 

jatuh tempo namun belum terbit 

18 29-Sep-2021 S-80/K.1/KSAP/IX/2021 Inspektur Daerah Pemerintah Kota Cirebon Pencatatan benda cagar budaya

19 29-Sep-2021 S-81/K.1/KSAP/IX/2021 Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan Pendapat atas perlakuan penyusutan 

aset tetap yang dihentikan 

penggunanya
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BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN
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Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021)  344-9230 Ext 5311 

Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

1 4-Feb-2021 S-20/K.1/KSAP/II/2021 Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Pendapatan atas pengakuan 

pendapatan perpajakan-LO

2 26-Feb-2021 S-26/K.1/KSAP/II/2021 Kepala BPKAD Pemerintah Provinsi 

Banten

Kementerian  Keuangan   Pendapat  atas  Pengakuan 

pendapatan perpajakan- LO

3 14-Apr-2021 S-36/K.1/KSAP/IV/2021 Kepala Perwakilan BPK Prov. Banten Penyertaan modal dan investasi



dan Pelaporan 

Keuangan DJPBn

Kementerian Keuangan Pendapat Terkait Penggunaan Kurs 

Penutup untuk Keperluan Pelaporan 

Keuangan

21 17-Nov-2021 S-93/K.1/KSAP/XI/2021 Gubernur Pemerintah Provinsi 

Gorontalo

Pendapat atas Revisi Kebijakan 

Akuntansi

No. Tanggal Surat Nomor Surat Tujuan Instansi Perihal
20 4-Nov-2021 S-91/K.1/KSAP/XI/2021 Direktur Akuntansi 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

GEDUNG JUANDA I LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021)
3449230, 3852143; FAKSIMILE (021) 3512215; SITUS: WWW.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-17/SJ/SJ.1/2020

 

Yth : Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Dari : Sekretaris Jenderal
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permintaan Pendapat Atas Temuan Sistem Pengendalian Intern Nomor 1.1.6 

Kementerian Keuangan Tahun 2019
Tanggal : 22 September 2020
   

Sehubungan dengan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Keuangan
Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat temuan nomor SPI 1.1.6 dengan judul “Terdapat Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan

untuk Tahun Pajak 2020 yang Diakui Sebagai Pendapatan Tahun Pajak 2019” (terlampir) yang

disebabkan karena Kementerian Keuangan belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur

terkait penerimaan dari PPh Pasal 25 untuk masa pajak di tahun pajak mendatang;

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat penyetoran pajak

atas PPH Pasal 25 yang dilakukan pada tahun 2019 untuk masa pajak tahun 2020, yang diakui

sebagai pendapatan (LO) tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Bultek 24 tentang Akuntansi

Pendapatan Perpajakan, bahwa pendapatan perpajakan (LO) yang menggunakan Self

Assessment System diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau

di kas negara tanpa terlebih dahulu Pemerintah menerbitkan ketetapan.

3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan kajian dalam rangka

menyempurnakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Buletin Teknis terkait khususnya

yang berkaitan dengan Pendapatan Perpajakan-LO dalam kaitannya dengan penyetoran pajak

yang mendahului masa pajak dan tahun pajak yang seharusnya;

4. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kementerian Keuangan dhi. Biro Perencanaan dan

Keuangan memohon pendapat kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terkait

dasar perlakuan akuntansi khususnya yang berkaitan dengan Pendapatan Perpajakan-LO

secara self assessment.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Perencanaan dan 
Keuangan

  
 
 
 
 
 

 Ditandatangani secara elektronik

 Chalimah Pujihastuti

Tembusan:
1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Sekretaris Jenderal

 



1.1.1. Temuan – Terdapat Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan untuk Tahun Pajak 2020 yang Diakui 

Sebagai Pendapatan Tahun Pajak 2019 

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA-015) Audited berdasarkan data e-Rekon 

menyajikan Pendapatan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) 

per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.546.134.751.863.724,00 dan 

Rp1.577.495.614.095.285,00. Dari nilai tersebut Direktorat Jenderal Pajak menyajikan Pendapatan 

Perpajakan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 

2019 masing-masing sebesar Rp1.332.659.148.379.666,00 dan Rp1.355.458.212.256.886,00, yang 

diantaranya merupakan pendapatan Pajak Penghasilan per 31 Desember 2019 dengan nilai pada LRA 

dan LO masing-masing sebesar Rp813.330.377.543.990,00 dan Rp790.380.369.744.433,00 dengan 

rincian per jenis PPh sebagai berikut. 

Tabel 1.1.6.1. Realisasi Pendapatan PPh Unaudited per 31 Desember 2019 

(dalam rupiah) 

Kode 

Akun 
Nama Akun LRA 

Persentase 

terhadap 

jumlah PPh 

LRA 

LO 

Persentase 

terhadap 

jumlah PPh 

LO 

41111 Pendapatan PPh Migas 59.164.877.052.174 6,67% 59.131.037.213.166 7,48% 

411121 PPh Pasal 21 148.604.495.883.990 16,42% 148.963.576.526.584 18,85% 

411122 PPh Pasal 22 21.411.573.266.852 2,56% 21.452.118.403.468 2,71% 

411123 PPh Pasal 22 Impor 53.711.582.204.902 7,75% 53.710.717.097.981 6,80% 

411124 PPh Pasal 23 43.337.966.329.318 5,86% 45.499.508.623.475 5,76% 

411125 
PPh Pasal 25/29 Orang 

Pribadi 
11.268.697.588.693 

1,23% 
11.553.650.282.309 

1,46% 

411126 PPh Pasal 25/29 Badan 285.376.682.243.961 34,32% 261.747.455.619.691 33,12% 

411127 PPh Pasal 26 50.481.762.995.150 6,83% 46.781.256.244.069 5,92% 

411128 PPh Final 128.685.543.407.496 16,94% 130.255.005.323.840 16,48% 

411129 PPh Non Migas Lainnya 133.653.181.718 0,20% 134.377.615.887 0,02% 

41113 
Pendapatan PPh Fiskal 

Luar Negeri 
 0 

  
-1.843.841.665 

0,00% 

41114 Pendapatan PPh DTP 11.153.543.389.740 1,22%   11.153.510.635.628  1,41% 

 Jumlah Pendapatan PPh 813.330.377.543.990 100,00% 790.380.369.744.433 100,00% 

 

Berdasarkan Tabel 1.1.7.1. diketahui bahwa realisasi terbesar PPh pada LRA diperoleh dari PPh Pasal 

25/29 Badan sebesar Rp285.376.682.243.961,00 atau 34,32% dari total PPh. PPh Pasal 25 merupakan 

kewajiban WP untuk melakukan pembayaran rutin setiap bulan yang secara umum dihitung dari 



besarnya pajak penghasilan yang terutang dikurangi dengan PPh Pasal 21 dan 23 yang telah dipotong, 

PPh Pasal 22 yang telah dipungut, dan PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri dibagi 12 

atau banyaknya bulan dalam satu tahun pajak yang tertuang dalam SPT Tahunan tahun pajak 

sebelumnya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 secara uji petik pada 20 

Kantor Wilayah (Kanwil DJP) diketahui terdapat peningkatan pembayaran PPh Pasal 25 yang signifikan 

di bulan Desember 2019. Dari sampel yang diperiksa, terdapat 944 WP yang mengalami peningkatan 

pembayaran dari bulan November ke bulan Desember dengan total tingkat kenaikan 303,89%. Rincian 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1.6.2. Rekapitulasi Pembayaran PPh Pasal 25 Bulan November dan Desember 2019 

(dalam rupiah) 

Kanwil Nov-19   Des-19   Selisih   Peningkatan  

020 Sumatera Utara I 56.675.079.024 114.148.247.890 57.473.168.866 201,41% 

040 Riau 1.578.404.005 3.156.808.010 1.578.404.005 200,00% 

060 Sumsel Babel 12.492.686.007 24.985.372.014 12.492.686.007 200,00% 

080 Jakarta Pusat 191.810.606.524 484.025.335.797 292.214.729.273 252,35% 

090 Jakarta Barat 88.250.748.737 178.304.573.269 90.053.824.532 202,04% 

100 Jakarta Selatan I 298.231.136.739 1.022.918.496.564 724.687.359.825 343,00% 

110 Jakarta Timur 2.618.363.411 6.421.856.989 3.803.493.578 245,26% 

120 Jakarta Utara 65.354.753.712 134.361.545.996 69.006.792.284 205,59% 

130 Jakarta Khusus 464.672.540.452 939.694.471.053 475.021.930.601 202,23% 

140 Banten 44.164.164.193 88.879.748.234 44.715.584.041 201,25% 

150 Jawa Barat I 38.094.828.281 86.936.354.759 48.841.526.478 228,21% 

160 Jawa Barat II 3.169.200.194 6.338.400.388 3.169.200.194 200,00% 

170 Jawa Tengah I 52.900.847.278 141.260.606.744 88.359.759.466 267,03% 

200 Jawa Timur I 10.020.874.447 24.166.162.728 14.145.288.281 241,16% 

210 Jawa Timur II 37.814.216.207 75.848.368.741 38.034.152.534 200,58% 

220 Jawa Timur III 222.799.738.371 445.799.578.990 222.999.840.619 200,09% 

250 KaltimTara 3.635.697.478 7.271.394.956 3.635.697.478 200,00% 

310 WP Besar 2.970.195.985.051 10.111.159.621.289 7.140.963.636.238 340,42% 

320 Jakarta Selatan II 6.909.934.024 14.248.091.912 7.338.157.888 206,20% 

330 Jawa Barat III 39.327.148.952 101.711.940.546 62.384.791.594 258,63% 

Total 4.610.716.953.087 14.011.636.976.869 9.400.920.023.782 303,89% 

 



Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa peningkatan nilai tersebut disebabkan pada bulan 

Desember 2019, WP membayar angsuran PPh pasal 25 lebih dari satu kali. Pada tanggal 1 s.d. 15 

Desember, WP membayar untuk masa pajak November 2019 yang jatuh tempo pembayaran pada tanggal 

15 Desember 2019. Pembayaran kedua dan selanjutnya dilakukan pada akhir bulan untuk masa pajak 

Desember 2019 dan masa pajak Januari 2020 yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2020. Pengujian 

lebih lanjut atas pembayaran PPh Pasal 25 bulan Januari dan Februari 2020 berdasarkan data MPN 2020 

diketahui bahwa untuk WP yang sudah membayar dua kali pada bulan Desember 2019 tersebut tidak 

lagi melakukan angsuran pembayaran angsuran pada bulan Januari 2020. Hal tersebut mengindikasikan 

adanya percepatan pembayaran PPh Pasal 25 yang berdampak pada total penerimaan pajak tahun 2019. 

Selain itu, hasil pengujian terhadap dokumen pembayaran menunjukkan bahwa diantara 

pembayaran PPh Pasal 25 di bulan Desember 2019 terdapat pembayaran atas masa pajak Desember 

2019 yang jatuh tempo pada 15 Januari 2020 sebesar Rp8.878.835.501.838,00 dan pembayaran atas 

masa pajak februari 2020 sebesar Rp292.039.041.248,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1.6.3. Rekapitulasi Indikasi Percepatan Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk Pencapaian 

Target Penerimaan Pajak Tahun 2019 

(dalam rupiah) 

Kanwil Masa Pajak Nov 19 Masa Pajak Des 19 Masa Pajak 2020 Lain-lain 

020 Sumatera Utara I 56.739.717.766 57.310.732.316  97.797.808 

040 Riau 1.578.404.005 1.578.404.005  - 

060 Sumsel Babel 12.492.686.007 12.492.686.007  - 

080 Jakarta Pusat 191.952.499.841 291.735.581.644  337.254.312 

090 Jakarta Barat 90.067.472.450 87.452.648.777  784.452.042 

100 Jakarta Selatan I 318.496.007.607 697.068.738.825 6.612.861.527 740.888.605 

110 Jakarta Timur 2.534.741.858 2.296.962.528  1.590.152.603 

120 Jakarta Utara 65.454.835.858 67.856.360.138  1.050.350.000 

130 Jakarta Khusus 467.572.545.959 461.755.170.034 10.366.755.060 - 

140 Banten 46.088.644.493 42.583.289.925  207.813.816 

150 Jawa Barat I 38.059.229.231 48.877.125.528  - 

160 Jawa Barat II 3.169.200.194 3.169.200.194  - 

170 Jawa Tengah I 73.615.390.078 67.533.235.011  111.981.655 

200 Jawa Timur I 12.900.874.447 11.265.288.281  - 

210 Jawa Timur II 36.439.153.393 37.813.908.849 1.595.306.499 - 

220 Jawa Timur III 222.417.267.163 222.799.738.371 582.573.456 - 

250 KaltimTara 3.735.697.478 3.340.786.624  194.910.854 

310 WP Besar 3.140.542.883.089 6.697.735.193.494 272.881.544.706 - 



Kanwil Masa Pajak Nov 19 Masa Pajak Des 19 Masa Pajak 2020 Lain-lain 

320 Jakarta Selatan II 6.909.934.024 6.909.934.024  428.223.864 

330 Jawa Barat III 43.923.278.428 57.260.517.263  528.144.855 

Total 4.834.690.463.369 8.878.835.501.838 292.039.041.248 6.071.970.414 

Seluruh penerimaan PPh Pasal 25 tersebut diakui sebagai penerimaan perpajakan di LRA dan 

Pendapatan Perpajakan di LO Tahun 2019. 

Atas hal tersebut, tim BPK telah meminta penjelasan mengenai dasar pembayaran PPh Pasal 25 dengan 

jumlah yang melebihi angsuran rutin setiap bulan, apakah memang karena WP membayar angsuran 

masa desember lebih awal, adanya dinamisasi pembayaran pajak, pembetulan SPT atau alasan lainnya 

melalui surat konfirmasi No. 20/ST.04/KST-3/BA015/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang 

Konfirmasi PPh Pasal 25/29 Badan, dan telah menerima jawaban konfirmasi dari DJP dengan Surat No. 

S-102/PJ.01/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Jawaban atas Konfirmasi PPh Pasal 25/29 Badan. 

Penjelasan yang disampaikan adalah sebagai berikut. 

a. Untuk pembayaran angsuran PPh 25 masa pajak Desember 2019 yang dibayarkan pada bulan 

Desember 2019: 

1) 859 transaksi senilai Rp2.226.811.642.110,00 merupakan pembayaran masa Desember 2019 

yang dilakukan di awal; 

2) 13 transaksi senilai Rp6.180.775.629.848,00 merupakan pembayaran karena dinamisasi, 

pembayaran sukarela dari WP, maupun dikarenakan adanya himbauan dinamisasi PPh Pasal 

25/29 dan himbauan pemenuhan kewajiban di awal waktu tanpa menunggu jatuh tempo 

pembayaran. Atas dinamisasi maupun himbauan, Tim pemeriksa belum mendapatkan dokumen 

pendukung dari DJP; dan 

3) 48 transaksi senilai Rp471.248.229.880,00 DJP belum memberikan jawaban yang memadai. 

b. Untuk pembayaran PPh 21 masa pajak 2020 yang dibayarkan pada bulan Desember 2019: 

1) 13 transaksi senilai Rp102.530.957.706,00 pembayaran masa Januari dan Februari 2020 yang 

dilakukan di awal; 

2)  Satu transaksi senilai Rp187.843.690.362 merupakan pembayaran dikarenakan adanya 

himbauan dinamisasi PPh Pasal 25/29 dan himbauan pemenuhan kewajiban di awal waktu tanpa 

menunggu jatuh tempo pembayaran; dan  

3) Dua transaksi senilai Rp1.664.393.180,00 DJP belum memberikan jawaban yang memadai. 

Hal tersebut walaupun secara administrasi perpajakan tidak melanggar ketentuan, akan tetapi 

secara prinsip akuntansi seharusnya diberikan perlakuan yang berbeda antara penerimaan pajak yang 

menjadi hak tahun 2019 dan penerimaan pajak yang menjadi hak tahun 2020, dalam hal ini untuk 

pembayaran masa pajak untuk tahun 2020 di bulan Desember 2019 senilai Rp292.039.041.248,00. 



Penerimaan pajak tersebut merupakan pembayaran untuk masa pajak tahun 2020 sehingga seharusnya 

belum dapat diakui sebagai penerimaan perpajakan LO pada tahun 2019. 

Kementerian Keuangan mengakui seluruh pembayaran yang dilakukan pada tahun 2019 sebagai 

pendapatan LO berdasarkan Buletin Teknis No 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, di mana 

pendapatan perpajakan (LO), dalam hal ini PPh Pasal 25 yang menggunakan Self Assessment System, 

diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas negara tanpa terlebih 

dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan. Hal tersebut tidak sesuai dengan kerangka konseptual 

akuntansi akrual karena tidak mengatur mengenai periodesitas atas pajak yang dibayarkan.  

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 

a. UU Nomor 7  Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan UU Nomor 36 tahun 2008 pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:  

1) ayat (1) yang menyatakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang 

terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu 

dikurangi dengan : 

a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta 

Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan 

b) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; 

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak; dan 

2) ayat (2) yang menyatakan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. 

b. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak pasal 2 ayat 

(8) yang menyatakan PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

c. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran 

I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 42 dan 43: 

1) Paragraf 42: Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis 

akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal 

peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka 

entitas wajib menyajikan laporan demikian. 

2) Paragraf 43: Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk 

memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum 



Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang 

mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum 

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan 

seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan perpajakan yang tersaji pada Laporan 

Operasional BA 015 tahun 2019 lebih saji minimal sebesar Rp292.039.041.248,00. 

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kementerian Keuangan belum memiliki kebijakan 

akuntansi yang mengatur terkait penerimaan dari PPh Pasal 25 untuk masa pajak di tahun pajak 

mendatang. 

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan dhi. DJP menjelaskan bahwa UU PPh beserta 

aturan pelaksanaannya mengatur tentang tanggal jatuh tempo pembayaran PPh Pasl 25 dan Pasal 29 

yang apabila pembayaran dilakukan melewati batas waktu tersebut dikenai sanksi administrasi. 

Sebaliknya, UU PPh beserta aturan pelaksanaannya tidak mengatur larangan kepada Wajib Pajak 

membayar kewajiban PPh Pasal 25/29 lebih awal. 

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan melakukan kajian untuk menyempurnakan 

SAP dan Buletin Teknis terkait khususnya yang berkaitan dengan pendapatan perpajakan LO dalam 

kaitannya dengan penyetoran pajak yang mendahului masa pajak dan tahun pajaknya yang seharusnya. 
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